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MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
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NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TENTANG
PETUNJ UK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJAMN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Menimbano : bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PANl3l200g tentang Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka
Kreditnya dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan jabatan
fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka
kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri
Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;

:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

Mengingat



4. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan
Indonesia Nomor 30g3);

Tahun 1976 tentang Cuti
Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik

5- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan
Gaji Pegawai Negeri sipir (Lembaran Negara Repuuri-k Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lem-baran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 3098), sebagaimana telah seberls tali ciuoah
terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2.,|);6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang peraturan
Disiplin Pegawai Negeri sipir (Lembaran NegarI Repubrik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Leribaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor '16 Tahun 1gg4 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri sipir (Lembaran Negari Repubrik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, rambahan Lem-baran Negara
Republik lndonesia Nomor 3Sa7):

8. Peraturan Pemerintah Nomor g7 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri sipir (Lembaran Negara Repubrik'indonesia
Tahu4 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana terah oiJuan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Neg-ara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, TambJhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);9. Peraturan Pemerintah Nomor gg rahun iooo tentang
Pengadaan Pega_wai_ Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1g5, Tambahan Lem-baran Negara
Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana terah diribah
dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 fahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, iambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41g2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor gg rahun 2000 teniang Kenaikan

Pangkat Pegawai^legeri Sipit (Lembaran trtegarJ nepuOfif
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Leribaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana terah dirlban
dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2OOZ,
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41g3);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 20oo tentang
Pendidikan dan peratihan Jabatan pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2000 N6mor 19g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401g);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiJn pegawai
Negeri sipil (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tarrun-zoOe
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

13, Keputusan Presiden Nomor g7 Tahun 1g99 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Presiden Nomor 73tM Tahun zooT tentang
Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;



Menetapkan
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15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM TENTANG PETUNJUK
PELAKSANMN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBEI-AJARAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang

iingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang

berwenang;
2. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian,

perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi
pembelajaran.

3. Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematik memadukan
komponen sumber daya belajar yang meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan
ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk membelajarkan
peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

4. Fungsi pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu paduan antara
riseUteori, desain, produksi, logistik, pemanfataan/diseminasi, dan penilaian sarana
belajar yang memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik untuk
belajar pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

5. Fungsi pengelolaan teknologi pembelajaran adalah pengelolaan organisasi,
pengelolaan personil, dan pengelolaan kegiatan pengembangan sarana belajar
pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

6. Organisasi profesi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah ikatan profesi

teknologi pendidikan Indonesia (lPTPl) yaitu organisasi yang kegiatannya
mengkhususkan pada keahlian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh semua
orang.

7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai
butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

8. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja
jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

g. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah
Kementerian Pendidikan Nasional.



10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negaia Republik
lndonesia, Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian, pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala pelaksana Harian Ejadan
Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin
oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsiadalah Gubernur.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupatiryalikota.
13. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan

memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran bukan pemberhentian sebagai pegawai Negeri sipil.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib menyiapkan bahan penilaian
angka kredit dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.

(2) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengembang
Teknologi Pembelajaran kepada pejabat yang benvenang mengusulkan penetapan
angka kredit.

(3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit pengembang
Teknologi Pembelajaran menyampaikan usul penetapan angka kredit kepadi
pejabat yang benrrenang menetapkan angka kredit.

(4) Daftar usul penetapan angka kredit untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran l-A sampai
dengan Lampiran l-C Peraturan Bersama ini.

(5) Setiap usul penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran harus
dilampiri dengan:
a. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran ll Peraturan Bersama ini.
b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran,

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran lll
Peraturan Bersama ini;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran lV Peraturan Bersama ini:

d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas pengembang
Teknologi Pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan bukti
fisik.



-)-

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran
harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai

angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka

kreditnya.

Pasal4

(1) Penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang benruenang

menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran Vl Peraturan Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan

tembusannya disampaikan kepada :

a. Pengembang Teknologi Pembelaiaran yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Pengembang Teknologi Pembelajaran yang

bersangkutan;
c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang

bersangkutan;
d. Pejabat pengusulangka kredit; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengembang
Teknologi Pembelajaran wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang

dilakukan.

(2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib

diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengembang Teknologi
Pembelajaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat

bulan Januari; dan
b, untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat

bulan Juli.



pasal 6

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang dalam
menetapkan angka. kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

-Nomoi

PER/2/M.PAN/3/2009 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional 

'gadan

Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang benruenang menetapkan angka kredit,
spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

PasalT

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai
batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4), maka angka kredh dapat
ditetapkan oleh pejabgt lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi pembelajaran ietelah
mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang benruenang menetapkan angka
kredit atau atasan pejabat yang berurenang menetapkan angka kredit.

BAB III
TIM PENILAI

Pasal I
(1) Syarat untuk menjadianggota Tim Penitai, adatah:

a. menduduki jabalan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat
Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Teknologi Pembelajaran; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pengembang

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1

(satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua Tim
Penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas,
kepada pejabat yang benvenang menetapkan Tim penilai.

Dalam hal terdapat rim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim penilai dapat
mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

(3)

(4)

(5)



(6)
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Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis
yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian,
dan pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling sedikit 2

(dua) orang dari pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilaii dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensidalam penilaian prestasi kerja dibidang
pengembangan teknologi pembelajaran.

(9) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri
Pendidikan Nasional.

Pasal I

Tugas Tim Penilai Pusat:
a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dalam

menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b sampai dengan pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional dan instansi lain;

b. melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tugas Tim Penilai Unit Kerja:
a. membantu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Kementerian Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional:

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pendidikan, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tugas Tim Penilai Instansi:
a. membantu pimpinan unit kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran paling

rendah eselon ll pada instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional,
dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang lV/a;

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)



-d-

b. melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh pimpinan unit kerja
Pengembang Teknologi Pembelajaran paling rendah eselon ll pada instansi
pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional, yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Provinsi:
a. membantu kepala dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan

pemerintah provinsi dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi
Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang llua samp-i
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat pembina,
golongan ruang lV/a di lingkungan provinsi;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang
membidangi pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
a. membantu kepala dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan

pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit pengemb-ng
Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat penata Muda, golongan ruang lll/-
sampai dengan Pengembang Teknologi pembelajaran Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang lV/a, di lingkungan kabupaten/ kota;

b. melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan kepala dinas yang membidangi
pendidikan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(6) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat diminlakan kepada Tim Penilai Unit
Kerja.

(7) Dalam hal rim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim penilai
Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat
Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai
Tim Penilai Unit Kerja.

terbentuk, penilaian angka kredit
dimintakan kepada Tim Penilai
Provinsi yang bersangkutan, atau

Pasal 10

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat
Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

sekretariat rim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
benruenang menetapkan angka kredit.

(1)

(2)



(1)

(2)

(3)
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Pasal 11

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis
yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai

Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai kemampuan teknis

yang diperlukan.

Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim
penitai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau

kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim

Penilai.

BAB IV
KENAI KAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan

sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat

Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat

dipertimbangkan aPabila:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhl angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama untuk menjadi' 
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda dan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi

masing-masing.

Pasal 14

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dipertimbangkan apabila :

12, dapat

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam
b, memenuhi angka kredit kumulatif

setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
baik dalam 2 (dua)tahun terakhir.

pangkat terakhir;
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat

alau penilaian pelaksanaan pekeriaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai
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(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pengembang
Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b
untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c, ditetapkan oleh
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lll/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b
sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina
Tingkat l, golongan ruang lV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang mendudukijabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lll/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b sampai
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat
l, golongan ruang lv/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lllia untuk menjadi Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b
sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, pangkat Penata
Tingkat l, golongan ruang lll/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Bedan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, pangkat Penata Tingkat l,
golongan ruang lll/d untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang lV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat
l, golongan ruang lV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

Kenaikan pangkat bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi dapat dipeftimbangkan apabila kenaikan jabatannya
telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang beruuenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabata n/pan g kat berikutnya.

(1)

(2)



Pasal 16

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang mencapai angka kredit untuk

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa
jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan
paling sedikil20% (dua puluh persen) angka kredit darijumlah angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal
dari kegiatan tugas pokok.

Pengembang Teknologi Pembelaiaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang

lV/a, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b

sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c, wajib mengumpulkan
paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari,unsur pengembangan
profesi.

pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembinb Utama Muda,
golongan ruang lV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat wajib

mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas
pokok.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN S EMENTARA, DAN PE MBE RHE NTIAN DAI-AM

DAN DARIJABATAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma lV sesuai dengan kualifikasi
yang ditentukan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang lll/a: dan:
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama2 (dua) tahun
setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran,
diberhentikan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)



(5)

(1)

(2)

(3)

Surat keputusan pengangkatan pertama kali
Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh
pada Lampiran Vll Peraturan Bersama ini.

dalam jabatan Pengembang
formulir sebagaimana tersebut

Pasal 'lB

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipertimbangkan dengan
keteniuan sebagai berikut:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan

Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009;

b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran;

c. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran
paling singkat 2 (dua) tahun;

d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
e, setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu)tahun terakhir.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan
jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat
yang benvenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran Vlll Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat
(1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 20

(1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama sampai dengan Pengembang
Teknologi Pembelajaran Muda, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengembang Teknologi
Pembelajaran yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan
pangkat yang dimiliki.



(2)

(3)

(4)

(5)

Pengembang Teknologi n"rU"lr;"on Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran
Madya, pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan mendapatkan kenaikan
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran
Madya, pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkbt terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang pernah mendapatkan
kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Pengembang Teknologi Pembelalaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang lV/c dibebaskan sementara darijabatannya apabila setiap tahun
sejak diangkat dalam jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit
paling sedikit 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

Pembebasan sementara bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului
dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(6) Peringatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 6
(enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.

(7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran lX Peraturan Bersama ini.

(8) Selain pembebasan sementara bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Pengembang Teknologi Pembelajaran juga dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

berupa penurunan pangkat,
tingkat berat

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat

dan selerusnya; atau
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(9) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8)
huruf a tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka
kreditnya.

(10) Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (9) dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.
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Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 21

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi; diangkat kembali dalam jabatan pengembang Teknologi
Pembelajaran apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan
pangkat, diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi pembelajaran
apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena
diberhentikan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan pengembang
Teknologi Pembelajaran apabila berdasarkan keputusan pengadilan ying telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
hukuman percobaan.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena
ditugaskan di luar jabatan Pengembang Teknologi pembelajaran, dapat diangkat
kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi pembelajaran apabila telah
selesai melaksanakan tugas di luar jabatan pengembang Teknologi
Pembelajaran dengan ketentuan usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena cuti
di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula,
dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi pembelajaran.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembati datam jabaian
Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila telah selesai menjalani tugas
belaiar.

(7) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan pengembang Teknologi
Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran Xl Peraturan Bersama ini.

Pasal22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan pengembang Teknologi
Pembelajaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan
berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang
diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional pengembang Teknologi
Pembelajaran.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)



(1)

(2)
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Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 23

Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari jabatannya, karena:
a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2)' ayat
(3), dan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran Xll Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui penyesuaian/ inpassing dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma lVatau yang setingkat;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja

dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009.

(3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana

dimaksud pada Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009 dihitung dalam pembulatan ke bawah,
yaitu:
a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun ;

b. 1 (satu) tahun sampai derrgan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu)

tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua)

tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga)

tahun;
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.



(1)

tz)

(3)

_ tb -

(4) Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran, ditetapkan oleh pejabat yang benvenang
mengangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran Xlll Peraturan Bersama ini.

(5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memperhitungkan formasi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tersedia.

Pasal 25

Penyesuaianiinpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi
Pembelajaran di lingkungan instansi pusat dan daerah dapat ditetapkan mulai
tanggal 1 Nopember 2009 dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal 31
Oktober 2010, dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/
inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal
penetapan.

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam
jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran, terlebih dahulu
ditetapkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan
angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2011 kenaikan pangkat
Pengembang Teknologi Pembelajaran sudah ditetapkan dengan angka kredit
selain memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain
maupun dengan jabatan struktural.

Pasal27

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat
tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang
diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat
terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai
periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.



(1)

(2)

- 1/-

Pasal 28

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak

dalam melaksanakan pembinaan Pengembang Teknologi Pembelajaran,

Kementerian Pendidikan Nasional selaku lnstansi Pembina Jabatan
pengembang Teknologi Pembelajaran melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi

t<epa'Oa pejabat yang berkepentingan dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Untuk pembinaan karier Pengembang Teknologi Pembelajaran secara

profesional sesuai kompetensijabatan, Kementerian Pendidikan Nasional selaku

Instansi Pembina, antara lain melaksanakan:
a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan

Teknologi Pembelajaran;
b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional

Pembelajaran,
c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran;
d. pengusulan tunjangan

Pembelajaran;

jabatan fungsional Pengembang Teknologi

e. sosialisasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan

fungsional Pengembang

Pengembang Teknologi

jabatan fungsional Pengembang Teknologi

orofesi dan kode etik

f.

s

petunjuk pelaksanaannYa,
penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis

fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
penyetenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi

Pengembang Teknologi Pembelajaran dan penetapan sertifikasinya;
pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran;
i. fasilitasi pelaksanaan

Pembelajaran;
fasilitasi pembentukan organisasi
Teknologi Pembelajaran ;

profesi jabatan fungsional Pengembang

fasilitasi penyusunan dan penetapan etika
Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan

L melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal29

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan

lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-

masing.

h

k.
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Pasal 30

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AIAN NEGA 
"ofr*,ytti-$:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal '6 Mei 2010
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LAMPIRAN I.A PERATURAN BERSAI'A
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOIVOR O1A//PB/2010 TANGGAL 6 MEI2OlO
NOI4OR 12 TAHUN 2O1O TANGGAL 6 MEI20lO

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREOIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PERTAMA

s,0Masa

rePERORANGAN
1 Nama

,ltP

Nomor Seri KARPEG

4 Tempal dan langgal lahrr

5 Jenis kelamin

6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kredilnya

7 Pangkaugolongan ruang/TMT

I Jabatan

Masa Kerja Golongan
Baru

10 Unit Kerja

tl : UNSUR YANG DI NILAI

NO UNSUR, SUB UNSUR. BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRED]T, MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I-AMA EARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 4 5 o 7 o

UNSUR UTAMA

PENDIDIKI

Pendidlkan sekolah cai mendapal gelar/ijazah

1 0oktor (S-3)

Pascasarlana (S-2)

Sarjana (S.1)/Diploma lV

B, Pendidikan dan pelatihen fungsionaldi bidang teknologi pendidikan/
pembelajaran serts memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan {STTPP) alau serlilikat

1 Lamanya lebih dari 961 jam

2 Lamanya anlara 641 - 960 jam

3 Lamanya anlara 481 - 640 iam

Lamanya anlara 181 - 480 iam

l Lamanya anlara 81 - 180lam

Lamanya anlara 30 - 80 jam

Pendidikan dan pela tihen yaiab etan

Pendidikan dan pelatihan prajabalan Golongan lll

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Analisis d3n pengkajian sistemimodel leknologi pembelajaran

Menganalisis kebutuhan sislem dan model leknologi pembelalaran

berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan ialur. jenjang dan

ienis Dendidikan

tingkal kesulitan 1

Perancangan sistem/model leknologi pembelajaran

1 Membuat rancangan sislem/model pembelajaran

tingkat kesulitan'l



UNSUR YANG DI NILAI

NO
:l:i
li

,iil,{ilj:
'riiiiLl;:

i,iiili:j:l ':'

MENURUT

IN$I ANSI, PENGUSUL . : TIM PENILAI .

fauif , BARU

1:1 t,::; ,iiir,
iii6_ .i: . '. t: ,;;,

2. Membual standar layanan pembelajaran

lingkal kesulilan 1

3, Menyusun Garis Besar lsi Media (GBIM)

lingkal kesulilan 1

Membuat rancangan pengembangan bahan belajar

tingkat kesulilan 1

c. Produksi media pembelaiaran

1 Menulis naskah media pembelajaran

Media sederhana

b, Media audio

Media video

Media mullimedia

Media multimedia Interaktit/hypermedia

t. Media bahan belajar mandiri (m0dul)

2 Mengujicoba prototipa media pembelajaran

a. Media sederhana

b. Media audio

c Media video

d. Media multimedia

e Media multimedia Interaktiflhypermedia

L Medaa bahan belajar mandiri (modul)

Menulis naskah bahan penyerla media pembelejaran:

Media audio

b. Media video

c Media mullimedia

d, Media multimedia Int€raklif/hypermedia

D. Penerapan sislem/model dan pemanfaalan media pembelajaran

l\4emberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistern/model
pengembangan media dan pemanfaalan media pembela]aran

tingkal kesulitan 1

PENGEMBANGAN PROFESI PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

Pembuatan karya lulis ilmiah/kerya ilmiah dibidang pengembangan

leknologi pembelajaran

1 [4embuat karya lulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkaiian, suwey,

dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:

Dalam bentuk buku yang dilerbilkan dan diedarkan secala

nasr0nal

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LlPl

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelilian, pengkajian, survey,

dan evaluasi dibidang teknologi pembelejeran yeng lidak

b.

Dalam benluk buku

Dalam majalah ilmiah



, rii

'ruii
l:

'm, 
;r ;$n$ir -o*rfr4ii,,, 

.ri
.ii4R

1'1 --ii .i r :',.'j; 2 ;9 . ,;i:i.,.;",' ., i:irii,Yrt :i':,.1:[.]:l itliliall

3 Membuat kat iah berupa tinjauan alau ulasan ilmiah

hasilgagasan sendiri di bidang leknologi pembelajaran yang

dipublikasikan:

a. Dalam benluk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional

b Dalam bentuk makelah yang diakur oleh LlPl

NiEfrE-uat tarya tutivtirya itmiah berupa linjauan atau ulasan ilmiah

hasilgagasan sendi di bidang leknologi pembelajaran yang lidak

dioublikasikan:

Delam bentuk buku

o. Dalam bentuk makalah

D, Menemrrkan te6olosi tepat guni di uidang pengembangan teknologi

oembelaiaran

ffie-mukan teknobgnepat 9ma da bidang pengembangan teknologi

pembelalaran

a Pen€rjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang

pen gembangan leknologi pembelaiaran

1. MEi-4emankantmenyadur buku alau karya ilmiah di bidang teknologi

pembelajaran yang dipublikasikan:

iJ

Dal6m benluk buku yang diterbitkan dan diedarkan

nasional

Dalam bentuk maietah ilmiah vang diakui LlPl

MelreffiahGdrnanyaiut buku ate! karya ilmiah dibidang leknologi

rbelaiaren vano lidak diD!biikasiken:

. lDelam bentuk buku

Dalam bentuk makalah

D. Pem;Gtarrbuku pedoman/ petunl" pe aksanaan/petunjuk teknis di bidang

pengembangan leknologi pembelaJalan

Med4em;ikan Sultpedomanlpelunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknik

di bidang teknologi pembelajaran

E, Pelaksanaa-nstudibandingdibidangpengembanganteknologi
pembelajeran dan pendidikan terbuka4arak jauh

XeSrdlan studr binOing dibidang leknologi pembelajaran dan

pe n didika n le bukalia I aR iauh

JUMLAH UNSUR UTAMA

tl PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

@engembangan ieknologi

pembelajaran

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatrhan

E'. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

Menyusun materi bimbingan Pengembzng T"klololtI!.b"ltEt*
ffi konferensi di bldang pengembangan

teknologi pembelajalan

1 Mengikuli seminar/lokakarya internasional/nasional sebagei:

Pemrasaran

Pembahas/moderator/nara sumber

Peserta

Mengikuti/b€rperanserta dalam delegasi ilmiah sebagai:

Kelua

b. Anggota





Butir kegiatan jenjeng jabatan satu tingkal di atas

: a :i' 5 7 .8.'
1

') Coret yang tidak Perlu



Sural Pernyalaan l\4elakukan Kegialan Pelayanan Pengembangan Teknologi
Pembelajaran
Sufat Pernyataan I\,,lelakukan Kegialan Pengembangan Profesi

Sufal Pernyataan Melakukan Kegialan Penunjang Tugas Pengembang

Teknologi Pembelajaran

dan selerusnya

NIP.



LAMPIRAN I-B PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR O1///PB/2010 TANGGAL 6 MEI 2O1O

NOMOR 12 TAHUN 2O1O TANGGAL 6 MEI 2O1O

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREOIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMEANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MUDA

s/dln slans r:. Masa

KETEMNGAN PERORANGAN

Nama

NIP

J Nomor Serl KARPEG

Tempat den langgal lahir

5 Jenis kelamin

Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kredilnya

7 P6ngkaugolongan ruan9/TMT

I Jabatan

9 Masa Kerja Golongan
Lam a

Baru

10 Unt Kerja

UNSUR YANG DI NILAI

INSTANSI PENGUSUL

Pendidikan sekolah dan mendapel gela iJezeh

Sarjana (S-1 )/Diploma lV

n f.rngsional di bidang leknologi pendi

pembelajaran serla memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPP) atau serlifikat

Lamanya lebih dati 961 jam

Lemanya antara 641 - 960 jam

Lamanya antara 481 - 640 jam

Lamanya antara 181 ' 480 jam

Lamanya sntare 81 - 180jam

Lamanya antara 30 - 80 jam

Pendidlkan dan pelalihan prajabatan Golongan lll

dan pengkajian sistem/model teknologi pembelaieran

sistem dan model teknologi pemb€lajaran

berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jalur, jenjang dan

Melakukan studi kelayakan sistem dan model teknologi pembelaiaran







JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG



Butir kegialan jenjang jabatan satu tingkat di atas

') coret yang tidak perlu



l LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

'1. Surat Pernyalaan fvlelakukan Kegialan Pelayanan Pengembangan Teknologi

Pembelajaran

2. Sural Pernyataan l\4elakukan Kegialan Pengembangan Profesi

3. Sural Pernyataan Melakukan Kegialan Penunjang Tugas Pengembang

Teknologi Pembelajaran

4 dan seterusnya

NIP,

tv CATATAN PEJABAT PENGUSUL :j]., iir:

1. ........

J. ....-...

4. dan seterusflya

cJo!ii'i

(nama pejabal pengusul)

NIP.

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI : i::i ;i: :
::: , ' .1;a l

1. ,...,,..

2. ......._

3. ... ... ..

4. dan seterusnya

(nama penilai 1)

NIP

(nama penilai 2)

vl CATATAN XETUA TIM PENILAI

2. ...,,..,.,

3. ..,,....,.

4,, dan seterusnya

Kelua Tim Penilai



LAMPIRAN I-C PERATURAN EERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
NOMOR 01A//PB/2010 TANGGAL 6 MEI 2O1O

NOMOR 12 TAHUN 2O1O TANGGAL 6 MEI 2O1O

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MADYA

UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN

UNSUR UTAMA

Pendidikan sekolah dan

Pascasarjana (S-2)

Sarjana (S-1)/Diploma lV

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang leknologi

iebih dari 961 jam

Lamanya antara 181 - 480lam

Lamanya antara 81 - 180 jam

Pendidikan den pelatihan prajabatan Golongan lll

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBEI-AJARAN

Menganalisis kebutuhan sislem dan model

berdasarkan kurikulum yang beflaku sesuai dengan jaluI, jenjang dan

Melakukan sludi kelayakan sistem dan model leknologi pembelarafan









Eutir kegiatan jenjang jabatan satu tingkal di atas

ti:;ai:r
, ;tirnl. rll$r: liri;- :l;... ,l
1';ir,j51qq::jlri 6_ '

') Coret yang tidak Perlu



r LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataen Melakukan Kegiaten Pelayanen Pengembangan Teknologi
Pembelajaran

2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengembang
Teknologi Pembelajaran

4 dan seterusnya

NIP.

IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL ' ,: i'-:i':::' -i.,
.-::: , 'r,i;':" ,I : 1,. -,

1 . .........

2. ........

?

4, dan seterusnya

(Jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP,

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1. ...,,...

3. ..... .

4. dan seterusnya

(nama penilai 1)

NIP,

(nama penilai 2)

NIP.

VI CATATAN KETUA TIM PENII-AI

2...........
3. .....,....
4.. dan selerusnya

Ketua Tim Penilei

NIP

(namal



LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 01NlPBt2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI2OlO

CONTOH SUMT PERNYATMN

TELAH MENGIKUTI PENDIDI]GN DAN PELATIHAN

PENGEA{BANG TEKNOLOGI PEMBELAJAMN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/gotongan ruang /TMT

Ja bata n

Unit kerja

f,lenya takan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat / gotongan ruang/TMT

Jabatan

Unit kerja

Tetah mengikuti pendidikan dan petatihan Pengembang Teknotogi Pembetajaran sebagai berikut:

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

Nama Jelas
NIP

l9

NO URAIAN KEGIATAN TANGGAL
SATUAN

HASIL

JUMLAH
VOLUME

KEGIATAN

JUMLAH
ANGKA
KREDIT

KETEMNGAN/
BUKTI FISIK

1

1L

J

5

dst



LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIMN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01NtPBt2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI2OlO

CONTOH SUMT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMEANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/gotongan ruang/TMT

Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pa ngkat /gotongan ruang/TMT

Jabatan

Unit kerja :

Telah me(akukan kegiatan Pengembang Teknologi pembetajaran sebagar berikut;

Atasan Langsung,

Nama Jetas
NIP

NO URAIAN KEGIATAN TANGGAL SATUAN

HASIL

JUMLAH
VOLUME

KEGIATAN

JUMLAH
ANGKA

KREDIT

KETERANGAN/

BUKTI FISIK

z

3

4

dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

20



LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA

MENTERIPENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
NOMOR 01^//PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI 2O1O

CONTOH SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat /gotongan ruang /TMT

Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat / golonga n ruang/TMT

Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

Nama Jetas

NIP

2l

NO UMIAN KEGIATAN TANGGAL
SATUAN

HASIL

J UMLAH

VOLUME
KEGIATAN

JUMLAH
ANGKA
KREDIT

KETEMNGAN/
BUKTI FISIK

1

4

dst



LAMPIRAN V PEMTURAN BERSAMA
MENTERIPENDIDIMN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01NlPBl2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI2OlO

CONTOH SUMT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah in'i:

Nama

NIP

Pangkat/ gotongan ruang/TMT

Jaba ta n

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/ gotongan ruang /TMT

Jabatan

Unit kerja

Tetah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengembangan Teknotogi Pembelajaran sebagai berikut :

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

Nama Jetas
NIP

NO URAIAN KEGIATAN TANGGAL
SATUAN

HASIL

JUMLAH
VOLUME

KEGIATAN

JUMLAH
AN6KA
KREDIT

KETERANGAN/
BUKTI FISIK

1

)

4

dst

22



LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIl(AN NASIONAL DAN

NOMOR 01NlPBt2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI 2O1O

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR :

Masa Penilaian : . ...,.. ' '.. 'sld

KETERANGAN PEROMNGAN

Nomor Seri KARPEG

Pangkat / Gotongan Ruang / TMT

Tempat dan Tanggal lahir

Pendidikan Tertinggi

Jabatan Fungsionat / TMT

Masa Kerja Gotongan E ^
Unit Kerla

PENETAPAN ANGKA KREDIT

bidang pengembagan teknologi
pembetajaran dan memperoleh surat

tanda tamat pendidikan dan petatihan
(STTPPl atau sertifikat.

3). Diklat parajabatan

xegrat-an pengembangan teknologi
pembetajaran

gan profesi

UNSUR PENUNJANG

unjang tugas Pengembang

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN."......."'"..''",...".."."./

PANGKAT,........................../ TMT..............".'.."'.....'....

73



ASL| disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regiona[ Badan
Kepegawaian Negara *) di,.........,..,.,..,....,..

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengembang Teknotogi Pembelajaran yang bersangkutan;

2. Pimpinan unit kerja;

3. Sekreta ris Tim Penitai;

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Biroi Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah.

') Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Nama Jetas
NIP

1,1



LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 014//PB/2010
NOI\4OR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI 2O10

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/EUPATI/WALIKOTA')

NOMOR :

TENTANG

PE NGANGKATAN PERTA^AA KALI

DALAM JABATAN PENGEA4BANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

MENTERT/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIK0TA')

Menlmbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasat 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M. PAN/3 /2009 tentang

Jabatan Fungsionat Pengembang TeknoLogi Pembe[ajaran dan Angka Kreditnya

dipandang pertu untuk mengangkat Saudara ..'.. datam

jabatan Pengembang Teknotogi Pembelajaran.

D.

.......;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana tetah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Z. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/2/M.PAN/3/2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan NasionaI dan

Kepegawaian Negara Nomor

,... '.. . .tanggaI

Kepata Badan

dan Nomor

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggat .....'.mengangkat Pegawai Negeri Sipit :

a Nama

b NIP

c Pangkat/got.ruang/TMT
d Unit kerja

25



Keempat : Apabita terdapat kekeliruan datam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinva.

Asti Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regionat Badan Kepegawaian Negara; ')
2. Kepata Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; ')
3. Pejabat yang beMenang menetapkan angka kredit;

4. Kepata Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; -)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

') Coret yang tidak perlu.

") Diisi apabita ada penambahan diktum yang dianggap pertu.

26



LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA

rr,tirrffeirpENDtD|KAN runstorunl DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 014//PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI 2O1O

Menimbang '. a.

Mengingat
.1

z.

Menetapkan
Pertama

3.

4.

5.

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/wALIKOTA')

NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM

JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEELAJARAN

^,iENTERI/PIT4PI 

NAN LPN D/GUBERN UR/BUPATIAilALIKOTA- )

bahwasebagaipelaksanaandariPasat2TPerat.uranMenteriNegaraPendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/Z/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembetajaran dan Angka Kreditnya dipandang pertu untuk

mengangkat /mengangkat kembati ') Saudara ""' datam jabatan

Pengembang Teknotogi Pembelajaran "

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana tetah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo' Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

PER/ 2 /M. PAN/3 /2009;

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional

Negara Nomor ....'. dan Nomor

Aparatur Negara Nomor

dan Kepata Badan KePegawaian
....'... tanggal

Kedua

Ketiga

Keempat

6.

Terhitung mutai tanggat

a Nama

b NIP

MEMUTU SKAN

...,...mengangkat Pegawai Negeri Sipit :

c Pangkat/gol' ruanS/TMT

d Unit kerja

datam jabatan dengan angka kredit sebesar

Aoabila terdapat keketiruan datam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.
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Asli Keputusan ini disampaikan kepada pegawai Negeri sipit yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tangga[ :

Nama jetas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; -)

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; .)

3. Pejabat yang benrrenang menetapkan angka kredit;
4' Kepata Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepata Eiro /Bagian Keuangan Daerah yang

bersangkutan; ')
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

.) Coret yang tidak pertu.

.') Coret yang tidak pertu.
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LAMPIRAN IX PEMTURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 0'14//PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI 2O1O

CONTOH SUMT PERINGATAN

NOMOR:

DARI

KEPADA YTH

ALAMAT

TANGGAL

1. Oengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Got. ruang

Jaba ta n

Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan

...................,....... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan

seium{ah

Z. Sesual dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/2/M.PANi312009 jo Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasjonat dan Kepata Badan

Kepeagwaian Negara Nomor dan .......,,,....................... Tahun

.....:...... , diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan,

3. Apabita tidak dapat memenuhi keterrtuan tersebut di atas, maka Saudara akan dfbebaskan

sementara dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Sekreta ris Tim Penitai.

Nama Jetas
NIP

Tembusan disampaikan kepada i

1. Kepata Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Eadan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; ')

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; ')

3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

4. Pejabat lain yang dipandang pertu.

') Coret yang tidak pertu.
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LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIMN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 014//PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2O1O

TANGGAL 6 MEI 2O1O

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPI NAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA- }

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTAM DARI JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJAMN

KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN

HUKUMAN TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN T)

Menimbang a.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATIAilALIKOTA')

bahwa Saudara NIP .............,. pa ngkat/gotongan ruang

..,terhitung mulai tanggat.........tetah dijatuhi hukuman disiptin
tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat yang benrvenang Nomor

tanggat ......... dinyatakan tidak dapat mengumputkan

angka kredit dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara darj
jabatan Pengembang Teknotogi Pembetajaran');

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai

Negeri SipiI dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembetajaran, dipandang

pertu untuk membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan
dari jabatan Pengembang Teknotogi Pembelajaran;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197a jo Undang.Undang Nomor 43 Tahun
1999.,

2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 io. Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2009:

b.

Mengingat

3, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
PER/2/M. PAN/3 /2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendid'ikan Nasionat dan
Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTU SKAN

Menetapkan
Pertama Terhitung mutai tanggat ....,..membebaskan sementara pegawai

Negeri Sipil :

a Nama

b NIP

c Pangkat/go[, ruang/TMT :

d Unit kerja :

dari jabatan dengan angka kredit sebesar .. . .. . ...

Negara Nomor

Kepata Badan
dan Nomor
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Kedua

Ketiga

Keempat

Ketima

Saudara ........ dapat diangkat kembati dalam jabatan ..."'. apabita tetah """"
-")..........,....

Apabila terdapat keketiruan datam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Asti Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya '

Ditetapkan di :

pada tariggal :

Nama Jetas
NIP

Tembusan disampaikan kePada:

1. Kepata Badan Kepegawaian Negara/Kantor RegionaI Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; .)

2. Kepata Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; ')

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepata Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Eagian Keuangan Daerah yang

bersangkutan; ')

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

') Coret yang tidak pertu.
**) Atasan pembebasan sementara.
t'-) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap pertu.
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LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOTVTOR 01A//PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 201O

TANGGAL 6 MEI20lO

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAT}

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI

DALAM JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAT }

Menimbang : a. bahwa sebagai petaksanaan dari Pasa( ,...,.... pefaturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor tentar.lg Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembetajaran dan Angka Kreditnya dipandang pertu

untuk mengangkat kembali Saudara datam iabatan
Pengembang Teknotogi pembela jaran.

b.

Mengingat : 1. Undang'Undang Nomor 8 Tahurr .1974 sebagaimana tetah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahurr 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor B

Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara iendayagunaarr Aparatu. Negara Nomor
PER/2 /M. PAN / 3 /2009;

6. Peraturan Bersarna Menteri Pendidikarr Nasional dan Kepala Badarr
Kepegawaian Negala Nomof darr Nomor . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . tatreeal

MEMUTU5KAN
Merletapkatl

Peltanra : Terhitung mutai tanggal .......mengangkat pegawai Negeri sipit :

a Nama

b Nlt

c Pangkat/gol. ruang/TMT

d Unit kerja

datam jabatan dengan angka kredit sebesar (... . .... .... ).

Kedua : .'l

Ketiga : -')
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Keempat : Apabita terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinva.

Asti Keputusan ini disampaikan kepada pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepata Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regionat Badan Kepegawaian Negara; .,1

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; ,)
3. Pejabat yang bemenang menetapkan angka kredit;
4' Kepa{a Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepata Biro /Bagian Keuangan Daerah yang

bersangkutan; .)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

') Coret yang tidak pertu.

") Diisi apabita ada penambahan diktum yang dianggap pertu.
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LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 014//PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 201O

TANGGAL 6 MEI20lO

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* }

NOMOR:

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJAMN

KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT EERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN T}

MENTERI/PIMPI NAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA' I

Merrimbang : a. bahwa Saudara NIP .......... jabatan ........
pangkat...............golonganruang terhitungmutaitanggal

tetah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan

Keputusan pejabat yang berwenanq Nomor .................. tanggat

/ dinyatakan tidak dapat mengumputkan angka kredit

datarn jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara ');

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kuatitas profesionatisme

Pegawai Negeri Sipit datam jabatan Pengembdng Teknotogr

Pembelajaran, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipit

yang bersangkutan dari jabatan Pengembang Teknotogi Pembetajaran.

Mengingat : 1 . Undang'Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang.Undang Nomor 4J Tahun
1 999:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 io, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

4. Peraturan Pemerintah Nornor 1 6 Talrurr 1 994;

5. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PERi 2/M. PAN /l /2009;

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan NasionaI dan Keoata Badan
Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor
tanggal ..........

Menetapkan
Pertama

MEMUTU SKAN

: Terhitung mutai tanggal ..... .. memberhentikan dengan hormat
dari jabatan Guru:

a Nama :

b NIP

c Pangkat/got. ruang/TMT :

d Unit kerja

Kedua

-)+



Ketiga : Apabita terdapat kekeUruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Asti Keputusan ini dlsampaikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di :

pada tanggat :

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepata Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regionat Badan Kepegawaian Negara: ')

2, Kepata Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah;')

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Xepata Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang

bersangkutan; ')

5. Pejabat instansi lajn yang berkepentingan.

') Coret yang lidak pertu.

-') Diisi apabita ada penambahan diktum yang dianggap pertu.
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TAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA
[4ENTER] PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01A//P8i2010
NOMOR l2IAHUN 2O1O
TANGGAL 6 MEI 2O1O

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAT)

NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

MENTERI/PIMPI NAN LPND/GUEERNUR/BUPATI/WALIKOTA- }

Menimbarrg : a. bahwa Saudara........ N|P........ dengan keputusarr . _ .. . .... Nomor. . . . . . . . .

tanggal ............. terhitung mulai tanggat tetah dituqaskan

melakukan kegiatan Pengembang Teknotogi Pemebetajaran

Pada..,...........

b. bahwa dengan bertakunya PeraIuran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/2/M.PAN/l/2009 dipandang perlu menetapkan
Keputu5an penyesuaian datam jabatan dan angka kredit Pengembang

Teknotogi Pemebela iaran. 
;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 't974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 io. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2009,

J. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2 /M. PAN / 3 /2009;

6- Peraturarr Bersama Menteri Pendidikan NasionaI dan KeData Badan
Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor

.... tanggat

Menetapkan
Per'tama

MEMUTU SKAN

: Terhitung mutai tanggat
Pegawai Negeri Sipit :

a Nama

b NIP

c Pangkat/got.ruang/TMT

d Unit kerja

disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit
sebesal
dengan Lampiran .--...... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/2/M.PAN/l /2009 ;
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(edua

\et rBo

Keempat

I..,-.,,..,..,...-.

'.)...........

Apabita terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini , akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Asti Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan

untuk diketahui dan diperqunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Nama jelas
NIP

-:mbusan disampaikan kepada:

Kepa[a Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; ')

-. (epata Eiroi Bagian Kepegawaian lnstansi/Badan Kepegawaian Oaerah; *)

Dejabat,rang berwenang nrenetaDkan angka kredit;
.. (eoata Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepata Biro /Bagian Keuangan Daerah yang

ler;angkutdn;')

;. ?ejabat instansi Iain yang berkepentingan.

.i 
Coret yang tidak perlu.

'; Diisi apabita ada penambahan diktum yanq dianggap perlu.

IVAIAN NEGARA.

4r^'---J-/.cl
l.itttrx rnuo\)
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MENTERINEGARA
PENDAYAGIJNAAN APARATUR NEGARA

REPIJBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA

NOMOR: PER/2/IU. PANE/2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAI.IMAT TUHAN YANG MAI.IA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA.

Menimbang bahwa dalam rangka pengernbangan karier dan
penlngkatan proleslonallsme Pegawal Negerl Slpll yang

menjalankan tugas pengenlbangan teknologi pembelajaran,

dipandang . perlu meneiapkan Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologl pembelaJaran dan Angka

Kreditnya;

bahwa penetapan Jabatan Fungsional pengembang

Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya

sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan
Peraluran Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1g74 tentang pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 19gg

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tah.un 1999 Nomor

169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nornor 3890);

: 1.

:4.

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia Nomor 4437), sebagalmana

telah dua kali diubah; terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
lndonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4g44);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara pegawai Negeri
Slpll (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2797);

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309S),
sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 200g (Lembaran

Negara Repub'lik indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 19g0 tentano

Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembar"n U"g"rl
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1gg4 tentang
Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1g94 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

J.

4.

3s47);

8. Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang



Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor4332);

9. Peraturan Pernerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Slpil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016),

sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pernerlntah

Nomor 11 Tahun 2O02 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenalkan Pangkat Pegawal Neged,Sipil (Lembaran Negara

Republik lndonesla Tahun 2000 Nomor 196. Tambahan

L6mbaran Negere Republik Indonesla Nomor 4017),

sebagalmana talah dlubah dengan Peraturan Pamerlnteh

Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang



Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2OO5 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kcfla Kcmcnlerian Negara Republik lndonesia

sebagalmana telah tlga kall dlubah terakhlr dengan

Peraturan Presiden Nomor g4 Tahun 2006;

Memperhatikan : a. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor

5242A A4.2KP12008 tanggal 22 Oktober 2008;

b. Pertimbangan 'Kepala Badan Kepegawaian Negara

dengan surat Nomor K 26-30ru &1/93 tanggal 19 Januari

2009:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PEMTURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APAMTUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBETAJARAN DAN ANGKA

KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara ini yang dlmaksud dengan:

1, Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang

. mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan

wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan

teknologi pernbelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri

Spil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

penuh oleh pejabat yang berwenang;

2. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu

proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi,

penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi

pembelajaran;

3. Tekirotogi Pembelajaran adalah suatu bidang yang secara

sistematik mernadukan komponen sumber daya belajar

yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau bahan ajar,



peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk

membelaja*an peserta didik pada semua ialur, jenjang dan

jenls pendidikan;

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus

dicapai oleh Pengembang Teknologi PembelaJaran dalam

rangka pembinaan karier kepangkatan dan Jabatannya.

5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk

dan ditetapkan oleh pejabat yang benarenang dan bertugas

menitai prestasi kerja Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN. DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajarbn

termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

(1) Jabatan Fungslonal Pengembarg Teknologl Pembelajaran

berkedudukan sebagai pelaksana teknis tungsional di

bldang pengernbangan teknologl pembelaJaran pada

instansi pemerintah.

(2) Jabatan Fungslonal Pengembang Teknologl Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier

yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah

melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi

pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi

pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan

sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran,

pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi

penerapan sistem/model dan pemanfaatan media

pembelaJaran
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BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran adalah Departemen Pendidikan

Nasional.

(2) lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain

meliputi:

a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan

lungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

b. Penyusunan pedoman formasi Jabatan fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran;

c. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran:

d. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional pengembang

Teknologi Pembelajaran;

e. Soslalisasl Jrbatan fungslonal pengembang Teknologl

Pernbelajaran serta petunjuk pelaksanaannya;

f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan

fungsional/ teknis fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran;

S. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan

fungsional/teknis bagi pengembang Teknologi' Pembelajaran dan penetapan sertifikasi;

h. Pengembangan sistem infonnasi jabatan fungsional

Pengembang Teknologi pembelajaran;

i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional pengembang

Teknologi pembelajaran;

j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi pengembang

Teknologi Pembelajaran;

k. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan
kode etik Pengembang Teknologi pembelajaran; dan

l- Melakukan monitoring dan evaluasi fungsional Jabatan
Pengembang Teknologi pembelajaran.



BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran yang dapat'dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a. Pendidikan, mellputi:

1. Pendldlkan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran serta

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendldikan dan

Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. Diklat praJabatan dan memperoleh STTPP atau

sertifikat

b. Pengembangan teknologi pembelalaran. meliputi:

1. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi

pembelaJaran;

2. Perancangan sistem/model teknologi pembelaiaran:

3. Produksi mediapembelajaran;

4. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media

pembelaJaran; .

5. Pengendallan sistem/model pembelaJaran: dan

6. Evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan

media pembelajaran.

c. Pengembangan profesi Pengembang Teknologi

Pembelajaran, meliputi:

1. Pembuatan karya ilmiah tulisrtarya ilmiah di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran;

2. Menemukan teknologi tepat guna di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran;

3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di

bidang pengembangan teknologi pembelajaran;

4. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaail

petunjuk teknis di bidang penlembangan teknologi

pembelajaran; dan
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5. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan

leknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak

' jauh.

d. PenunJang tugas Pengembang Teknologi Pembelaiaran,

mellputi:

1. Pengajar / pelatih / tutor / fasilitator di bidang

pengemban g an teknologi pembelajaran;

2. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan

teknologi pembelajaran;

3. Keanggotaan dalam tim penilai iabatan fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran;

4. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di

bidang pengembangan teknologi pembelajaran;

5. Keanggotaan dalam lkatan Profesl Teknologi

Pendldlkan Indonesla (l PTPI);

6. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

7. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABAiAN DAN PANGI(AT

Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

adalah Jabatan Tingkat Ahli.

(2) Jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitJ:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;

b. Pengembang Teknologi Pembelajardn Muda; dan

c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.

(3) Jenjang pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan

jenjang jabatannya, yaitu:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan



2- Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lll/b'

b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda:

1. Penata. golongan ruang lll/c; dan

2. Penata Tingkat l, golongan ruang lll/d.

c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c.

(4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan

Pengembang Teknologi Pembelaiaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan

jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimlliki untuk

masing-masing renJang jabatan.

(5) Penetapan jenjang iabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran untuk pengangkatan dalam jabatan

ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki

setelah dltetapkan oleh peiabat yang bemenang

menetapkan angka kredi! sehingga dimungklnkan pangkat

dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan

sebagaimana dlmaksud pada ayat (3).

BABVI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

PasalS

(1) Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, yaitu:

1. Menganalisis kebutuhan sistem- dan model

teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 1

berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan

jenis, jalur dan jenjang pendidikan;

2. Membuat ranmngan sistem/model pembelajaran,

tingkat kesulitan 1;

3. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat

kesulitan 1:



4. Menyusun Garis Besar lsi Media (GBIM), tingkat

kesulltan 1:

5. lvlembuat rancangan pengembangan bahan belajar

tingkat kesulilan 1;

6. Menulis naskah media pembelajaran sederhana;

7. Menulis naskah media pembelaJaran audio;

8. Menulis naskah media pembelajaran video;

9. Menulls naskah media pembelajaran multimedla;

10. Menulls naskah medla pembelaJaran multlmedla

interaktif/ hypermedia;

11. Menutis naskah media pembelajaran bahan belajar

mandirl (modul):

12. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran

sederhana:

13. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran

audio,

'14. Melakukan uji coba protoUpa media pembelajaran

video:

15. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran

multimedia;

16. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran

multimedia interaktif/hypermedia;

17. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran

bahan belajar mandiri (modul);

18. Menulis naskah bahan penyerta media

pembelajaran audio;

19. Menulis naskah bahan penyerta media

pembelajaran video;

20. Menulis naskah bahan penyerta media

pembelajaran multimedia;

21. Menulis .-- naskah bahan penyerta media

pembelajaran multimedia interaKiflhypermedia: dan

22. Memberikan pelayanan konsultasi dalam

penerapan sistem/model pengembangan dan

pemanfaatan media pembelajaran tingkat kesulitan
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b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, yaitu:

1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model

teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 2

berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai

dengan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

2. Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi

pembeilaJaran, sebagal anggota tlm;

3. Membuat rancangan slstem/model pembelajaran,

ttngkat kesulitan 2;

4. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat

kesulitan 2;

5. Membuat petunjuk pelaksanaan pembelaJaran;

6. Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 2;

7. Membuat rancangan pengembangan bahan belaJar'

tingkat kesulitan 2:

8. MengkaJi kelayakan produksi terhadap naskah

media pembelajaran. sebagai anggota tim;

9. Menyrtradarai/memimpirVmenyelia produksi media

pembelajaran sederhana;

1 0. Menyutradarai/memlmpin/menyelia produksl media

pembelaJaran audlo;

1 1. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media

pembelajaran video;

12. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media

pembelajaran multimedia :

13. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media

pembel ajara n multimedia interaktif/hypermedi a;

14. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media

pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);

15. Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media

pembelajaran;

16. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model

dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai

anggota tim;
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17. Melaksanakan orientasi perintisan sistem/model

dan pemanfaatan media pembelajaran;

18. Memberikan pelayanan konsultasi dalam

pen€fepan sistem/model pengembangan media

dan pemanfaatan medla pcmbelalaran. tlngkat

kesulitan 2;

19. Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem

dan model pembelajaran;

20. Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media

pembelajaran; dan

21. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan

pemanfaatan media pembelajaran, sebagai

anggota tim.

c. Pengembang Teknologi Pernbelajaran Madya. yaitu:

1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model

teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 3

berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai

dengan. Jalur, jenjang. dan Jenis pendrdikan;

2- Melakukan studi kelayakan sislem/model teknologi

pembelajaran, sebagai ketua tim;

3. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran,

tingkat kesulitan 3;

4. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat

kesutitan 3:

5. Membuat pedoman pengelolaan sistem/model

pembelajaran:

6. Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 3;

7. Merancang model pemanfaatan media

pembelajaran;

8. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah

media pembelajaran, sebagai ketua tim;

9. lvtetaksa-nat<an studi kelayakan penerapan model

sistem pernbelajaran;

10. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model
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dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai

katua tim:

l l. Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan

pemanfaatan media Pembelajaran;

12. Membimbing dan membina tenaga dalam

' penerapan sistem/model pembelajaran;

13. Memblmbing dan membina tenaga dalam

pemanfaatan media Pembelajaran;

14. Memberikan pelayanan konsultasl dalam

penerapan slstem/model. pengembangan medla

dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat

kesulltan 3:

15. Mengendalikan sistem/model pembelajaran

berbasis audio;

16. Mengendalikan sistem/model pembelajaran

berbasis video;

17. Mengendalikan sistem/model pembelajaran

berbasls multimedia:

18. Mengendalikan slstem/model pembelajaran

berbasls multlmedia interaktif/hypermedia;

19. Mengendalikan sistem/model pembelaJaran

berbasis bahan belajar mandiri (modul);

20. Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model

pembelajara n berbasis media;

21. Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media

pembelajaran; dan

22. Melakukan evaluasi penerapan sislem/model dan

pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua

tim.

(2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama sampai

dengan Pengernbang Teknologi Pembelajaran Madya yang

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan

penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran

diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam
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Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apeblla pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengembang

Teknologi Pembelajaran yang sesuai dengan jenjang

jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengembang Teknologi

PembelaJaran laln yang berada satu tingkat di atas atau satu

tingkat di bawah lenJang jabatannya dapat melakukan keglatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan

unlt kerJa yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilalan angka kredit pelaksanaan tugas sebagairnana

dlmaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut

Pengembang Teknologl PembelaJaran yang melaksanakan

tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di

atias jenjangi Jabatannya. angka kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka

kredit dari setiap butir keglatan, sebagaimana tersebut

dalam Lamplran I Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

Pengembang Teknotogi Pembelajaran yang melaksanakan

tugas Pengembang Teknologi Pembelaiaran satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka

kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut

dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

dinilai dalam memberikan anoka

(2) Unsur utama, terdiri atas:

b.

(1) Unsur kegiatan yang

kredit, terdiri atas:

.a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

14



(3)

(4)

(1)

a. Pendidikan;

b. Pengembangan teknologi pembelajaran; dan

c. Pengembangan profesi .

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok Pengembang Teknologi

Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

d.

Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajatan

dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut

dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi

oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat

dalam jabaian dan kenaikan jabatan/pangkat Pengembang

Teknologi PembelaJaran, untuk:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan

pendidikan sekolah Sariana (S1) / Diploma lV adalah

sebagaimana tersebut .dalam Lampiran ll Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ini.

b. Pengenbang Teknologi Pembelajaran dengan

pendidikan sekolah Pascasarjana (S2) adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran lll Peraturan

Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara inl.

c. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan

pendidikan sekolah Doktor (S3) adalah sebagairnana

tersebut dalam Lampiran lV Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagairnana

dirnaksud pada ayat (1) adalah:

a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit

berasal dari diklal, pengembangan teknologi

pembelajaran, dan pengembangan profesi; dan

to



b. Paling tinggi ZOYo (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki angka

kr,edit meleblhl angka kredit yang dltentukan untuk kenalkan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka

kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan

Jabatan/pangkat berikutnya.

(2) Pengembang Teknologi Pembelajaran pada tahun pertama

telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang

dlpersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa

pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua waJlb

mengumpulkan paling kurang 20olo (dua puluh persen)

angka kredlt darl jumlah angka kredit yang dipersyaratkan

untuk kenaikan Jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang

berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

(1) Pengembang Tcknologl PembelaJaran Madya yang akan

naik pangkat menjadi Pembina Tingkat l, golongan ruang

lV/b sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan

ruang lV/c, walib mengumpulkan paling kurang 12 (dua

belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

(2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c, setiap tahun

sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan

paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan

tugas pokok.

Pasal 15

(1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang secara

bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran, diberikan angka

kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

pembagian q.ngka kreditnya adalah 60% (enam puluh
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persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh

persen) untuk penulis Pembantu:

Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh

persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25o/o

(dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu: dan

Apabila terdlri dari 4 (empat) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh

persen) untuk penulis utama dan masing-maslng 20"/o

(dua puluh persen) untuk penulis pembantu

Jumlah penulis :pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BABMI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGIq KREDIT

Pasal 16

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,

setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib

mencalat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang

dilakukan.

(2) Setlap Pengembang Teknologi Pembelaiaran mengusulkan

s€cara hirarkhl Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit

(DUPAK) setiap tahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang

Teknologi Pembelajaran dilakukan paling kurang 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum

perlode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

_ Pasal 17

(1) Pejabatyang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,

pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b,

sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruing lV/c di lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional dan instansi lain;

b.

(2)

(1)

17



Kepala Pusat Teknologi Informasl dan Komunikasi

Pendidikan Deparlemen Pendidikan Nasional bagi

Pengembang . Teknologi Pembelajaran Perlama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampal

dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional:

Pimplnan Unit Kerja Pengembang Teknologi

PembelaJaran (paling rendah eselon ll) pada instansi

pusat dl luar Departemen Pendidikan Nasional bagi

Pengembang Teknologl Pembelajaran Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai

dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan

instansl pusat di luar Departemen Pendidlkan Nasional;

Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas yang

membidangi Pendidikan Provinsi bagi Pengembang

Teknologi PembelaJaran Pertama, pangkat Penata

Mud_a. golongan ruang lll/a sampai dengan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat

Pembina. golongan ruang lV/a dilingkungan Provinsi;

Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas yang

membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota bagi

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai

dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan

Kabupaten/Kota;

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

a. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Departemen Pendidikan Nasional bagi

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b.

e.
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Tim Penitai Jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasl Pendldikan Departemen Pendidikan

l'lasional bagi Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan

Naslonal, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit

KerJa;

T'im Penilai Jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran instansi pusat di luar Departemen

Pendidikan Nasional bagi pimpinan unit kerja instansi

pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional (paling

rendah eselon ll), yang selanjutnya disebut Tim Penilai

Instansl;

d. Tlm Penllal Jabatan Pengembang Teknologi

Pembelalaran Provinsi bagi Kepala Dinas Pendidikan

Daerah Provinsi. yang setanjutnya disebut Tim Penilai

Provinsl; dan

e. Tim Penilal Jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran KabupaterVKota bagi Kepala Dinas

Pendidikan Daerah lGbupaten/Kota, yang selanjutnya

disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 18

(1) Tlm Penilai jabatan Pengembang Teknologi Pembelaiaran

terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengembangan

teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian, dan pejabat

fungsiohal Pengembang Teknologi Pembelajaran'

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis:

b. Seorang Wakil Ketua rnerangkap anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur

kepegawaian; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang. anggota.

(3) Anggota Tim Penllai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran.

b,
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(4)

(s)

(3)

Syant untuk menJadi anggota Tim Penilai, adalah;

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Pengembang Teknologi

Pembelajaran yang dinilai;

b. Memitlkl keahllan serta mampu untuk menllai prestasl

kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan

c. Dapat aktlf melakukan penilaian.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagalmana dlmaksud

ayal (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Teknologi

Pembelajaran, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat

darl Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi

untuk menilai prestasi kerja Per-rgembang Teknologi

Pembelajaran

Pasal 19

(1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

ditentukan. penilaian angka kredit Pengembang Teknologi

Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim P..:nilai Unit

KerJa.

(2) Apabila Tlm Penllai Provinsi belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi syarat keanggolaan Tim Penilai yang

ditentukan, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi

Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk

karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penitai

yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengembang

Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim

Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai

Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan

oleh:

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

untuk Tinr Penilai Pusat:

(4)



(1)

(21

b. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, untuk

Tim Penllal Unit Kerja;

c. Pimplnan unlt kerja Instansi pusat di luar Departemen

Pendidikan Nasional (paling rendah eselon ll), untuk

Tim Penllai lnstansl;

d. Kepala Dlnas Pendidlkan Daerah Provinsl, untuk Tim

Penilai Provinsi: dan

e. Kepala Dlnas Pendidlkan Daerah Kabupaten/Kota,

untuk Tlm Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Masa jabatan Anggota'Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun

dan dapat dlangkat kembali untuk masa Jabatan berikutnya.

Pegawai Negeri :Sipil yang telah menjadi Anggota 1im

Penllai dalam 2 (dua) masa.jabatan berturut-brut dapat

diangkat kemball setelah melampaui masa tenggang waktu

1 (salu) masa Jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai.

maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim

Penilai Pengganti.

Pasal 21

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit

Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan oleh Instansi

Pembina.

Pasal 22

Usul penetapan angka kredit Pengembang Teknologi

Pembelajaran diajukan oleh:

a. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pimpinan

Unit Kerja (paling rendah eselon ll) instansi pusat di luar

Deparlemen Pendidikan Nasional, Kepala Dinas

Pendidikan Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan

Daerah KabupatenKota kepada Sekretaris Jenderal

Departemen Pendidikan Nasional untuk angka kredit
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b.

Pengenrbang Teknologi pembelajaran Madya, pangkat

Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b sampai dengan

pangkat Pembina Uiama Muda, golongan ruang lV/c di

lingkungan Deparlemen pendidikan Nasional dan instansi

lain:

Pejabat eselon lll yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang kepegawaian pada pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasl Pendidikan Departemen pendidikan Nasional
kepada Kepala Pusat Teknologi lnformasi dan Komunlkasi
Pendidikan Deparlemen,Pendidikan Nasional untuk angka

kedit Pengernbang Teknologi pembelajaran pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampal dengan
Pengembang Teknologl pembefajaran Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan Departemen
Pendldikan Naslonal:

Pejabat eselon lll yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawalan kepada plmplnan unit kerja lnstansl
pusat di luar Departemen pendldikan Naslonal (pallng

rendah eselon tl) untuk angka kredit pengembang

Teknologi Pembelajaran pertama, pangkat penata Muda,
gofongan ruang lllla sampai dengan pengembang

Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat pembina,

golongan ruang lV/a di lingkungan instansi pusat di luar
Deparlemen pendidikan Nasional;

Pejabat eselon lll yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas pendidikan

Daerah Provinsi untuk angka kredit pengembang Teknologi
Pembelajaran Pertama, pangkat penata Muda, golongan
ruang llVa sampai dengan pengembang Teknologi
Pembelajaran Madya, pangkat pembina, golongan ruang
lV/a di lingkungan provinsi yang bersangkutan; dan
Pejabat eselon lll yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas pendidikan

Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit pengembang



Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang lll/a sampai dengan Pengembang

Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang lV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang

bersangkutan;

Pasal 23

(1) Angka kredlt yang ditetapkan oleh peJabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, digunakan untuk

mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat

Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan

peratura n perundang-undangan.

(2) Kepuhrsan peJabat yang berwenang menetapkan angka

kedit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengernbang

Teknologl Pembelajaran yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGI(ATAN DAI.AM JABATAN FU NGSIONAL

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELA'ARAN

Pasal 24

PeJabat yang benaenang mengangkat dalam Jabatan

Pengembang Teknologl PembelaJaran adalah peJabat yang

berwenang sesual dengan perafuran perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertarna kali

dalam Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

harus memenuhi syarat:

a. Berijazah paling rendah Sarjana (Sl) / Diploma lV

sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

lll/a: dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai

pelaksanaan

Pelaksanaan

baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(2) Fegawai Negeri Sipilyang
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pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat

harus menglkuti dan lulus diklat fungslonal pengembang

Teknologi Pembelajaran.

(3) Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagairnana dimaksud

pada ayat (1), yang tidak lulus diklat fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran, diberhenflkan dari

jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

(4) Pengangkatan pertama sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) adalah pengangkatan untuk menglsl lowongan formasl

jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CpNS).

(5) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditetapkan oteh

In3tansi Pemblna.

Pasal 26

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal

25, pengangkatan Pegauai Neged Sipil dalam jabatan

fungsional Pengembang Teknologi pembelajaran dilaksanakan

sesuai dengan formasi jabatan pengembang Teknologi

Pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut
a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pusat dalarn jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan sesuai

dengan formasi jabatan pengembang Teknologi

Pembelajaran yang ditetapkan oleh Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan

Kepegawaian Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan

Pengembang Teknologi pembelajaran dilaksanakan sesuai

formasi jabatan Pengembang Teknologi pembelajaran yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah masing_masing setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggung Jawab di bidang pendayagunaan aparatur
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negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Pasal 27

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berlkut:

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1), dan Pasal 26;

b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Memiliki pengalaman di bidang pengembangan

teknologi pernbetaJaran paling kurang 2 (dua) tahun:

Usia pallng tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerla atau pelaksanaan

pekeriaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) paling rendah bemilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhlr.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditelapkan

sesuai dengan jumlah. angka kredit yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang menelapkan angka kredit.

(3) Jumtah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 28.

(1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat

Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir



(2)

(3)

(1)

(2)

tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tlnggi.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c, dibebaskan

semenlara dari jabatan apabila setiap tahun sejak

menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan

paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan

tugas pokok.

Di samplng pembebasan sementara sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang

Teknologi Pembelajaran 
' dibebaskan sementara dari

Jabatannya apabila:

a. DiJatuhl hukuman dlsiplin tingkat sedang atau berat

berupa penurunan pangkat;

b. Dlberhcn$ken sementara Eebagal Pegawal Negerl Slpil;

c. Dltugaskan srcara pcnuh dl luar Jabatan Pcngcmbang

Teknologi Pembelajaran,

d- Menjalard ctrt di luar ianggungan negara.kecuall untuk

persalinan keempat dan seterusnya: atau

e. Tugas belaJar te6in Oari 6 (enam) bulan.

Pasal 29

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah selesai

menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat

kembali dalarn jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah selesai

menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud

dalant Pasal 28 ayat (3) huruf a, d, dan e dapat diangkat

kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan

sementara sebagaimand dimaksud dalam Pasal 28 ayal (3)

(3)
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huruf b, dapat dlangkat kemball dalam fabatan tungsional

Pengembang Teknologl PembelaJaran apablla berdasarkan

keputusan pengadllan yang telah mempunyal kekuatan

hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau diiatuhi

pidana percobaan.

(4) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan

ramontsra lGbigalmana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

huruf c, dapat dlangkat kcmball dalam labatan fungslonal

Pengembang Teknologl PembelaJaran apablla berusla

setinggi-tingglnya 54 (lima puluh empat) tahun'

(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengembang

Teknologi Pembetajaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki

dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dlperoleh

selama pembebasan sementara.

Pasal 30

Peirgembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari

iabatannya apabila:

a. Dalam Jangka waktu 1 (satu) tahun selak dibebaskan

sementara darl labatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasat 28 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit

yang ditentukan untuk kenaikan Jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit

yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman

disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 31

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan

pemberhentian dari jabatan Pengembang Teknologi
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PembelaJaran sebagalmana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, dan

Pasal 30 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYESUAIANN NPASSING DAI.AM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 32

(1) Pegawal Negerl Slpil pada saat dltetapkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ini telah

dan maslh melaksanakan tugas di bidang pengembangan

teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan pejabat

yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam

jabatan Pengernbang Teknologi Pembelajaran dengan

ketentuan:

Berijazah pallng rendah SarJana (Sl) / Dlploma lV atau

yang setingkat;

Pangkat pallng rendah Penata Muda, golongan ruang

lll/a: dan

c. Setlap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerJaan dalam Daftar Penllalan Pelaksanaan

PekerJaan (DP3) pallng kurang bemllal rata-rata balk

dalam 1 (satu) tahun terakhlr.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam

iabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

, tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam

tampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara ini, lranya berlaku sekali selama rnasa

penyesuaiaMnpassing.

(4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai

Negeri Sipil yang disesuaikanfinpassing sebagaimana

. dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan

a.

b.
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penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi

jabatan.

BAB XI

KETENTU/AN PENIITUP

Pasal 33

Ketentuan pelaksanaai- ?g-raturan Menterl Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanJut oleh

Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawalan

Negara' 
Pasar 34

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2009

RINEGARA

APAMTUR NEGARA,

EFFENDIW
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I-AMPIRAN | : PERATUIdAN MENTERI NEGAM
PENOAYAGUI{AAN APAMTUR NEGARA
NOMOR: PER,I/I\4. PAN6/2009
TANGGAK IO MARET 2OO9

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JASATAN FUNGSTONAL

PSNG€M8ANG TEKNOLOGT PEMSELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN SENAP
HASIL

ANGKA
KR€OIT

PELAKSANA

2 3 4 ; -r.. cI;..,
t. Pendidikan 1, Pendidikan sekolah dan

m€ndapat azahlgolar
a. Ooktor (93) lla2ah 200 Semua Jenlang

b. Pa3ca3r.lana (S-21 {azah 150 Semua Jenlang

c. Sariana (S.l)/Olptoma lV lia'e6 100 Semua Jeniang

2, Pendldikan dan peladhan
fungsional dl bideng
teknologl pendldikan/
pembelalaran sefla
rhernperoleh Surat Tanda
Tamat Pendldikan dan
Pelatihan (STTPP) atau
sertifika t

a. Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 Semua Janjang

b. Lamanye edlara 641 s,d 960lam Serlifikat 9 Semua Jenjang

c. LamanF anlara 401 s.d 040 iam Ssr0fikat o Semua Jenlang

d. Lamanya antare l8t s.d 480jam Sertitikat
,t Semua Jenjang

e. Lamanya antara 81 s.d 180lam Sertifikat 2 Semua Jenjang

f. Lamanya antara 30 s.d 80 iam Sertifikat 1 Semua Jeniang

3, Pcndldikan dan pelatihan
pralabatan Pendldlkan dan pelatihan preiabatan Golongan ttl Sertifikat 2

. lPengembangan
Itaknologi pembelaJaran

Analisis dan pengkailan
slstem/mod€l teknologl
pembdaiaran

a. M€.rganalisis kebutuhan sistam dan model leknologi
petnbelafatan berdasartan kurikulum yang bcrlaku
sesual denEan. iaftJr, ia.iang dan lenis pendidikan

1) Tngkat lGsulitan 1 Laporan 1,04 Pertama

2) fmgkal KasulitEn 2 Laporan 2,70 Muda

3) Titgftat Kesulitan 3 Leporan 5,28 Madya

b. Melakukan sttrdi kalayakan ristem dan model teknologi
pefibelaiaran

1l lGtua lim Lapo.an 4.68 Madya

2) Anggota Tim Laporan 2,6 Muda
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NO UNSUR SUB UNSUR EUTIR KEGIATAN
. SATUAN SETIAP

HASIL
ANGI(A
KREOIT

PELAKSANA

li .:4':'i+slFfr lf-:riF i..t:: 5 :thlor-,i
Perancangan rigtem/model
teknologl pembelalaran

a. Mombuai rtnc.ngtn alstem/model pembelelaran

1) Tingklt lGrulltan I

2) Tingkat K.runtan 2

3l Tingkat Kcaulltan 3

Ranc Sist€m/Model 2,08 Pertama

Ranc Slst€m/Mod6l 3,',12 Muda

Ranc Sistemruodel 5,4 Madya

Membuat !tandar layanan Pembelaia.a n

1) Tingkat Kcaulltan I

2) Tinokat lcsulitan 2

3) Tingkat Karulitan 3

Naskah Standar
Layanan

1,5 Pertama

Naskah Standar
Layanan

Muda

Naskah Slandar
Layanan

o Madya

a Membuat pedoman pengelotaan sbtem dan model
pembclaiaran

Naskah Pedoman 1,56 Madya

d. Membuat Pelunluk pclaksanaan parbelalaran Naskah Juklak 1,04 Muda

e. Menwsun Garls Besar lsl Medla (GBIM)

1l Tingkat Kcsulltan I

2) nngkat Kcrullt 2

3) Tlngkal Koulllan 3

Naskah GElM 0,15 Pertam a

Naskah GBIM 0.40 Muda

Naskah GBIM 0,75 Madya

f. Membusl rancengen pangembanoan bahan belajar

ll Tingktl K.sulilan 1

2, nngt.l Ktrullltn 2

Naskeh Rancangan U,J Pertama

Naskah Rancengan 0,8 Muda

g. Merancsng modol pcmanfaatan m6dla pemb€lalaran Naskah Rancangan 2,4 Madya

3 Produksl media
pemb€lalaran

a. Monulls nolktlr madle pembelalaon

l) Modlr ocdcthana

2) Medlr .aidlo

3l Mcdlr vH6o

4) M6dlt muldmcdla

Naskah Media 0,1s Pertama

Naskah Media 0,15 Perlama

Naskah Media 0,30 Pertama

Naskah Media 0,60 Pedama
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NO UNSUR SUS,UNSUR SUTIR KEGIATAN
SATUAN SEI/{P

HASIL
ANGI(A
KREOIT

PEIIKSANA

1.',, . 
",i4i:';r,..f lill Eif,l 3

5)

6l

M6dlr multlm€dlr lntoraktlt/hyp€medla

Medle bahrn b€lalar mandlrl {modul)

Naskah Media 0,80 Pertama

Naskah Media 0,52 Pertama

T. -M-sngEiikc|a atan produkl terhadap naskah media
p€mb€lalcran:

l) Ketua Ttn Laporan 0,24 Madya

2l Anggott Tlm Laporan 0,16 Muda

c. Mcnyuradaratfnarntmpln/menyolla pmduksi media

Penbolsltrrn:
l) Mcdlc ccdcrhana Suaat Keterangan 0,16 Muda

2l Medh tudlo

3) Mcdla vldco

Surat Kelerangan 0,16 Muda

Surat Keteaangan 0, 16 Muda

4l Medle nu mcdla

5) Medlr nrltkncdl. Intetaldllrhyp€mcdia

6) Medla bahan bcltltr mandld (modul)

Surai K€tetangan 0,16 Muda

Surat Kelerangan 0,16 Muda

Surat Ketelangan u, to Muda

d. Menguiicoba pmtotlpa medla pembeleiaren :

ll Medls 3cderhana

2l Medla audlo

3l Medla vld6o

4l Meda mjllmcdla

5) Medla multlmadls Intaraktlt/hyPcrmodia

6l Meda brhrn bcleltr mrndirl (rnodul)

Laporan 0,05 Pealame

Laporan 0,05 Pertama

Laporan 0,05 Pertama

Laporan 0,05 Pedama

Laporan 0,05 P6rtama

LaPoran 0,05 Pertama

e. Menulls nmkeh bahan penyerta m€dia pembelaiaran:

1l M6dl. asdlo

2l Madh vldco

3) Medle mulllmodls

Naskah Bahtl
Penyerta

0,05 Pertama

Naskah Bahm
Penyerta

0,05 Pertama

Naskah Eahan
Penyerta

0,05 Pertama
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NO UNSUR SUS UNSUR BUTIR KEGIATAN
SATUAN SETIAP

HASIL

.ANGKA

KREDIT
PELAKSANA

1 '-;i,l
5L.i

.l'

4l Mcdlr rnultffilt Interaktif/hyp€medla
Naskah Bahan

Peny€rta
0,05 Pertama

Penorapan !istEm/model
dan p€manfaalan modla
pembelaiaran

@nerapan model .

3l3tem pombohleten

b. Melaka.nekso ttudl kelayakan pctnanfaatan mcdia
pembclalaran

Laporan

Laporan

3

2,18

Madya

Muda

@rapan 3istern/model dan

Pemantaattn nedie P€mb6lalaran

1, Kctut nm

2l nnggotr Tlm

Laporan 1,50 Madya

Laporan 1,00 Muda

d. Melaksanakan loslalbasl slstem/model dan

D€mantattan madle 9€mbelalaran
Laporan 0,45 Madya

@n gistem/modeldan

pemanfaatan |t|cdla Pcmbelalaran
Laporan 0,30 Muda

I Mamblflrblng dan msmblna tanaga dalam pe{Erapan
" slstecVmodel pcmbclalaran

Sural Keterangan 0,90 Madya

g.M-ffinEdan mcmbina tenaga dalam pemanfaatan

medla pcmbclalaran
Surat Keterangan 0,90 Madya

6. Memberikan polayanan konsultasi dalam pea€'apan

slrterntnodd gongembangan medla dan petnarfaatan

mcdlr p€mbaLlrtsn

t) Tlngkrt K.lulllsn I
'__' 2) Tlrgkal Kcaullfin 2

3lffi-
Laporan 0,25 Pertama

Laporan 0.5 Muda

Leporatl 0,75 Madya

@mbatalaran bsrbasis

audlo 0.90 Madya
5 Pengenoallan

slstom/model
p€mb€lalaran @clalaran b€rbasls

video Laporan 0.90 Madya

@belaiaran berbasis

mul0mcdla Laporan 0,90

Madya

@tembetaiaran ber basls

mullllmcdie Int€rakfl frhypermedla
Laporan 0,90 Madya rt
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NO UNSUR SU8 UNSUR EIMR KEGIATAN SATUAN SETIAP
HASIL

ANGI(A
KREOIT PETAKSANA

.iii'l

6. i,l€ng€ndatikan rk@
bahan belafar mandld (moduf) Laporan 0,90 Madya

Evaluasi penerapan.
sistem/ model dan
p€manfaatan medla
pembelaiaran

a. Menyurun dareln cvaluasi penerapan sistem/model
pernbelalaran belbaslr medla Desain 0,75 Madya

b. Menyrrun desain evalu.i pemaiElEiEii
pernbelaia ran Oesaln ,0,75 Madya

c. Menyurun lnrlruncn avaluasl pencrapan sGG;t;A;i
pembelalaran lnslrumen 1.00 Muda

d. Mcnn sun In.trunren e,tratuasT- pemliffiifEEii
pemb€lrlerrn Instrumen 1,00 MUde

e. Mcrakurrn rvrhral panerapan sistem/model dan
pemanfertrn,nadla pcmbetajamn

1) Sabrgol Kalur ftn
2) Scbagal Anogots lim

Laporan 0,75 Madya

Laporan ' 0.5 Mudaill Pembuatan karya tulii
llmlah/karya ilmlah dt
bidang pengembangan
teknologi pembelalaren

a. Memoust xsryt ru s,/xarya t|miah, hasil penelitian.
Pengkallan. survey. dan ctaluasl dl bidang leknologi
pembclalaran yeng dlpub kaslkan:

1) Dalam bcntuk hrku yang dltebitkan dan diedarkan
Secara ne!lonrl

zl uaram maFlan itmtah yang diakui oleh Lembaga
llmu Pcngctahuan Indoncrla I

Tiap Buku

Taap Naskah

12,50 Semua Jenjang

12,50 Semua jeniang

b. Membuatkarye tursn@
pengkajlan, rurrrcy. dan evaluael dl bidang teknologi
ped$elaleran yeng tHak dlpuuikasikan:

1l Oalam bantd( buku

2) Oalam malaleh itrnlah

Tlap Buku E,00 Semua Jenjang

Tiap Naskah 4,00 Semua Jenjang
a MernDuat t(aryr Mis/l(arya itmtah berupa liniauan atatr

ula3an ilmlsh harll gagasan sendlrl di bidang teknologi
pembclajaren yeirg diptrblft arft an:
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8[,nR KEGIATAN.
SATUAN SETIAP

HASIL
ANGKA
KREOIT

PEI.AKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR

::'..i rtr',. { li -'ir 
"1i:5 

EFl.':j..

7,00 Semua Jeniang1l Dtlsm b6nluk hrku yang diterDl0(an oan oleoalKan

recerr nrrlonsl

2l Dilrin tbntulf mtketah yang dlakui oleh LlPl

Tiap Euku

Tiap Buku 3,50 Semua Jenlang

@peiifliairan a:au

ula3an llmlth hetll gtgs3sn srndlrl di bldang teknologl

pemb€lalaran yarq tHak dlpubllkasikan:

ll nalam benluk buku

tl n.b|'r h.ntrft .naktlah

Tiap Buku 2,50 Semua Jenjang

Tiap Naskah 2,50 Semua Jeniang

6,5 Semtta leniatg
fMenCmukan teknologi

tepat guna dl bidang
pongcmbangan teknologl
oembalalaran

Menemukan teknologl tepat guna dl bidang pengemoangan

teknoloEi pembelalarafl

Pen6riemahan/penYaduran
buku dan bahan lalnnya dl

bldang pengembangan

teknologl Pembelajaran

@u atau karya ilmiah di

bldang teknologl Pombclalaran yang diPublikasikan:

.1) Oatam bontuk hi(u yang diterbitkan dan diedarkan

lecara netlonal

2) Dalam bcntuk meletah ilmiah yang diakui LlPl

Buku 7,00 Semua Jefliang

Naskah 3,50 Semua Jeniang

@aryailmiahci
bldang toknologl pembGlalaran yang tldak

dlpublikaslkan:

t) oalam b€nluk buku

,r n'l''n h.6tuk mtkaleh

BUKU

Nad<ah

3,00 Semua Jeniang

1,50 Semua Jeniang

Tlap Buku 2.00 Semua Jeniang

4 Pembuatan buku
pedoman/ Potunluk
pe,aksanaan/P€tunjuk
teknis di bldang
peng€mbengan teknologl
pembelaiaran

Mcncriamahkan buku pedoman/petuniuk pelaksanaad

peluniuk teknlk dl butdg tcknotogl pomb€lafaran

Laporan 0,20 Semua Jeniang5 Pelaksanaan studl bandlng
di bldang Peng6mbangan
teknologl Pembelalaran
dan pendidikan
t6rbuka4arak lauh

Kegiotan :tudl brndhg dl t idang tel(nologl pemoeralaran udrl

pendldiktn tarbukr{rnk leuh
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M€ngaiar/melalih/tutor/
fasilitator di bidang
pengembangan teknologi
pembelaiaran

Penunjang tugas
Pengembang Teknologi
Pembelaiaran

materi bimbingan Pengembang Teknitlogi2 Memberikan bimbingan di
bidang p€ngembangan

teknologi pembelaiaran

sebagai:

1) Pem6seran

2l Pembahas/moderator/nara surnber

3) Peserta

Mengikuti/berperanserla dolarn delegasi ilmiah tebagai:

1) Ketua

s6minarnokakaryarf
konferensi di bidang
pengembangan teknologi
pernbelaiaran

anggota organisasi profesi sebagai :Keanggotaen dalam lkatan
Profesi Teknologi
Pendidikan lndonesia

Semua jenianganggota lim penilai angka ktedit jabatan

penilai angka kredit
labatan fungsional
Pengembang Teknologi
Pemb€lalaran

Memperoleh penghargaan/
tanda iasa

fanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas
kerianya, liap tanda iasa tingkat:

1 ) Nasional/intemasional

2l Propinsi

prestasr

3) Kabupalen/Kota
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NO UNSUR SUB UNSUR BUNR KEGIATAN
SATUAN S€TIAP

HASIL
ANGl(A
KREDIT

PEIAKSANA

=il:l.r'. 1I t!. i'.:. J '

b. Gels, kohofln.lm dl bldang akademik Gelar 3,00 Semua JenjanE

7 Mamp€.ol€h gelar
kesarianaan lalnnya

Mcmperol€h ||arlh/gcler yang tidak scsuai dcngan bidang

luga3nya

a. Ooktor (S-31 liazah 15.00 Semua Jeniang

b. Pascasadana (S-2) liazah 10,00 Semua Jeniang

a sr4an. {$.llr [Iplorna lv ljazah 5,00 Semua Jeniang

APARATUR NEGAM.
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LAMPIRAN II PERATURAN MENTERT NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR N EGARA
NOMOR: peRruM.pAN13nOOg
TANGGAK 10 MARET 2O()9

. JUI,iLAH ANGl(q KREOIT KUMULATIF MINIMAL
U N TUK PENGANG I(ATAN DAN KENAT I(AN JAEATAN/iDANGIAT

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEBELAJARAN DENGAN pENDtDr'fiN SARJANA (Sl)/DtpLOMA lV

NEGARA
ruR NEGARA.

NO. UNSUR PROSENTASE

JENJANGJABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGI(A KREDIT

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEBELAJARAN

PERTAMA MUOA MADYA

llUa il/b llUc ilt/d lV/a rv/b lV/c
1 UNSUR UTAMA

A Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100

. 2. Diklat

B Pengembangan teknologi pembelaiaran

G Pengembangan profesl

3 8oo/o 40 80 '120 240 ,IA/.'| 480

2 UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pengenfbang Teknologi
Pembeiaran zzo% 10 20 80 60 90 1?O

JUMLAH 100 150 200 300 400 550 700

ffi
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LAMPIRAN III PEMTURAN MENTERI NEGAM
PENDAYAGUNAAN APARATU R NEGARA
NOMOR: PER/ZM.PAN/3/2009

NGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGMTAN DAN KENAIIGN JAEATAN/PANGKAT
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELA"'ARAN DENGAN PENOIOIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO. UNSUR PROSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGANRUANG DAN ANGKA KREDIT

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEELAJARAN

PERTAMA MUDA MAOYA

lil/b lll/c ilud lVla tv/b lV/c
1 UNSUR UTAMA

A Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 150 150 150 .t qn 150 150
2. Diklat

B Pengembangan t€knologi pembelaJaran

C Pengombangan profesi

3 80% 120 200 320 440

2 UNSUR PENUNJANG

Penunlang tugas Pengembang Teknologi
Pemb€laiaran 2.2016 30 50 80 110

JUMLAH r50 200 300 400 4En 700

Ai.trylfuX I NEGARA
APARATUR NEGARA,

EFFENDI

iz_.:srs
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LAMPIRAN IV PERATUMN MENTERI NEGARA
PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR; PERnM.PAN/3/2OO9
TANGGAL: l0 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULANF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIIGN JABATAN/PANGI(AT

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBETA"IAMN OENGAN PENDIDTKAN OOKTOR (S3)

NO. UNSUR PROSENTASE

J JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGru
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELA.'ARAN

MUDA MADYP
lll/c ilt/d lV/a lv/b lV/c

1 UNSUR UTAMA

A Pendidikan

1 . Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200

B

2. Diklat

Pengembangan teknologi pembelalaran

Pengembangan profesi

s E0% 80 160 280 400

2 UNSUR PENUNJANG

Penuniang tugas Pengembang Teknotogi
Pembelajaran >20% 20 40 70 100

JUMLAH 200 300 400 550

APARATUR NEGARA.
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UMPIRAN V PERATURAN MENTERI NEGARA
PEIIOAYA€UNAAN APARATUR N€GAM ,

N Ottft)R: PERZM: pAN/3/2O09

TANGG&, 10 MARET 2OO9

ANGKA KREOIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
EAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMEANG TEKNOLOGI PEMEELA"'ARAN

NO. GOLONGAN STTB/ IJAZAH ATAU YANG SENNGKAT
ANGI(A KREDIT DAN MASA KEPANGT€ATAN

KUMNG
l TAHUN

l TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN /
LEBIH'I ':2. 3 4 . 5 r"-. .i i,l-:l

1 lllla SARJANA (Sl) 100 112 124 ttt 150

2
'tyb

SARJANA (S1) 150 162 174 ts/ 200

PASCA SARJANA (S2) 150 163 177 tgt ZUf,

3 llUc
SARJANA (S1' 200 225 250 275 3@

PASCA SARJANA (S2l 200 226 252 ?B 305
DOKTOR (S3) 200 12, I 254 2C2 310

4 ilt/d
SARJANA (Sl) 300 325 350 r5 400

PASCA SARJANA (S2) 300 326 352 tfit 405

ooKroR (s3l 300 327 354 $a 410

5 lV/a
SARJANA (S1) 400 437 474 52 550

PASCA SARJANA (S2l 400 438 477 515 ' s55R.
DOKTOR (S3l 400 440 480 t2o <(n l

o tv/b
SARJANA (Sr) 550 587 624 E6a 700

PASCA SARJANA (S2) 550 588 , 626 DO:l 700

DoKrqR (s3) 550 588 630 67I) 700

7 lVlc SARJANA (Sr), PASCA SARJANA (S2).
DOKTOR (S3) 700 700 700 7m 700

TI
2o'

&

Itffl 
'vf I NEGARA

APARAIT'R NEGARA,

u-1Eha
O EFFE X
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